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RINGKASAN

PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI
TINDAKAN KEKERASAN

Oleh : Lutfia Fahrul Rahman

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Palembang dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif
tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap yaitu
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul
dianalisis menggunakan teori Partisipasi Politik. Informan dalam penelitian ini
berjumlah 7 orang yang diperoleh dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa partisipasi anggota legislatif perempuan dalam pembahasan
rancangan peraturan daerah Kota Palembang dinilai sudah aktif, dilihat dari
keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membentuk suatu
kebijakan yang mampu menciptakan payung hukum untuk mengakomodasi
kepentingan perempuan. Adapun kendala yang terjadi saat pembahasan rancangan
peraturan ini karena kurangnya referensi yang membahas tentang perlindungan
perempuan dari tindakan kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan rancangan
peraturan daerah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disahkan.

Kata Kunci : Partisipasi Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
Rancangan Peraturan Daerah
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SUMMARY

PARTICIPATION OF WOMEN THE MEMBERS OF REGIONAL
PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL PALEMBANG CITY IN THE
DISCUSSION OF THE DRAFT REGIONAL REGULATION INITIATIVE

ON THE PROTECTION OF WOMEN FROM VIOLENCE

By : Lutfia Fahrul Rahman

This research is entitled “Participation of Women Members of the Regional
People’s Representative Council Palembang City in the Discussion of the Drafi
Regional Regulation Initiative on the Protection of Women from Violence. The
method used in this research is descriptive qualitative using a case study
approach. The data collection technique was carried out in three stages, namely
observation, in-depth interviews, and documentation. The data collected were
analyzed using the theory of Political Participation. There were seven informants
in this study who were obtained by purposive technique. The results of this study
indicate that the participation of female legislators in the discussion of the
regional regulation draft (Raperda) of Palembang City is considered active, seen
from the success of the Regional Council of Representatives in forming a policy
that is able to create a legal umbrella to accommodate women's interests. The
obstacles that occurred during the discussion of the draft regulation were due to
the lack of references that discussed the protection of women from acts of
violence. This is why the draft regional regulation takes a long time to be ratified.

Keywords : Women's Participation, Regional People's Representative Council,

Draft Regional Regulation
Indralaya, Maret 2022
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana
memiliki pemikiran mendasar mengenai konsep partisipasi politik. Secara
etimologis, partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “part” yang berarti bagian,
dan jika dikembangkan menjadi kata kerja menjadi “to participate”, yang
bermakna turut ikut ambil bagian. Keith Davis (dalam Sastropoetra, 1988)
menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang
dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan baik secara mental, pikiran atau
emosional serta perasaan yang mendorongnya dalam usaha mencapai tujuan yang
telah ditentukan. Secara umum partisipasi politik didefinisikan sebagai suatu
kegiatan individu atau kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan
berpolitik. Huntington dan Nelson dalam buku No Easy Choice: Political
Participation in Developing Countries menjelaskan partisipasi politik sebagai
kegiatan masyarakat atau individu, yang bertujuan untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan pemerintah seperti memberikan suara dalam pengambilan
keputusan, ikut hadir pada saat rapat, mengadakan hubungan kerja dengan pejabat
pemerintah dan anggota parlemen (Damsar, 2010:180).

Negara yang demokrasi mewujudkan kedaulatan rakyat yang mana setiap
warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik. Artinya baik laki-laki
maupun perempuan memiliki persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang
sama terhadap falsafah atau pandangan hidup semua warga negara. Hal ini menjadi
indikator penting untuk mengukur sejauh mana prinsip kontrol rakyat dapat
direfleksikan di negara demokrasi dalam pengambilan keputusan kolektif (Noviati,
2013). Pada era reformasi saat ini eksistensi perempuan di panggung politik sudah
tidak dipandang sebelah mata. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan afirmasi
yang dianggap penting untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi
perempuan untuk berkiprah di panggung politik. Adanya keterlibatan perempuan di
lembaga pemerintahan serta menduduki tempat yang strategis dan ikut andil dalam
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pengambilan kebijakan tentunya akan mampu membawa masyarakat Indonesia
pada suatu perubahan dan menciptakan dunia yang baru tanpa adanya diskriminasi
terhadap kaum minoritas. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di lembaga
parlemen, pemerintah membuat beberapa kebijakan, diantaranya : UU No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Pasal 173 ayat (2) bagian (¢) yang memuat aturan bahwa “Partai
politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah menyertakan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat
pusat”. Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal
2 Ayat (2) dan Ayat (5) yang menegaskan tentang aturan bahwa “setiap partai
politik harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian
maupun kepengurusan di tingkat pusat maupun daerah”. Artinya diperlukan
sinergitas dari elit partai politik dan masyarakat sipil (civil society) dalam
mendorong dan menempatkan perempuan secara potensial dalam pencalonan di
setiap partai politik.

Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan yang mengakomodir
keterlibatan perempuan di dalam politik. Namun sampai saat ini partisipasi
perempuan di Indonesia masih kurang terwakili dalam parlemen, sehingga
mengakibatkan kepentingan kaum perempuan seringkali terabaikan. Minimnya
keterwakilan perempuan di parlemen tidak terlepas dari faktor-faktor seperti :
Pertama, faktor sosial budaya yang cenderung bersifat patriarki yaitu lebih
mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan di berbagai lini kehidupan.
Budaya patriarki menganggap perempuan lemah dan lebih memposisikan
perempuan sebagai pekerja dibidang domestik. Kedua, faktor keagamaan yang
berpandang sempit terhadap perempuan yang mana pemikirannya dilandasakan
dalam ayat Al-Qur’an Qs. An-Nisa: 34 yang berbunyi “Arrijaalu gouwwamuna
‘alannisaa” ayat ini menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan pencari
nafkah bagi perempuan, sehingga penilaian sebagian masyarakat terhadap
perempuan yang bekerja di ruang publik cenderung negatif karena mereka

beranggapan perempuan yang bekerja di ranah publik tidak mengikuti ajaran agama



dan merendahkan kuadrat suaminya sebagai pencari nafkah. Ketiga, sistem politik
yang membatasi Kketerlibatan perempuan dalam politik hal ini karena adanya
pandangan terhadap perempuan yang tidak cocok untuk berperan aktif dalam
parlemen, selain itu juga lemahnya dukungan partai politik terhadap perempuan
(Arivia, 2004:7-15).

Tidak jauh berbeda yang terjadi di Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi
Sumatera Selatan yang dijuluki sebagai Kota Emas Darussalam memiliki
problematika yang cukup serius mengenai perempuan. Angka keterwakilan
perempuan di DPRD Kota Palembang yang sangat minim menyebabkan
penyerapan aspirasi perempuan dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kota
Palembang juga sangat sedikit. Untuk itu perempuan lebih dituntut untuk berperan
aktif sebagai anggota legislatif agar permasalahan yang ada di Kota Palembang
terutama mengenai perempuan dapat terselesaikan. Namun nyatanya, sampai saat
ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih seringkali dipertanyakan.
Keterwakilan di Kota Palembang bahkan selama tiga kali periode pemilihan
legislatif mengalami penurunan jumlah perempuan sebagai anggota legislatif. Hal
ini adanya asumsi bahwa dengan minimnya jumlah perempuan di DPRD Kota
Palembang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan karena
tidak adanya peraturan hukum yang tegas untuk perlindungan perempuan. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Legislatif di Kota Palembang Setiap Periode

No Jenis Kelamin Perempuan Laki-Laki
Periode Jumlah (%) Jumlah (%)
1. 2009-2014 10 20% 40 80%
2. 2014-2019 8 16% 42 84%
3. 2019-2024 4 8% 46 92%

Sumber : KPU Kota Palembang, 2021
Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, dapat

disimpulkan bahwa adanya penurunan secara kuantitas keterwakilan perempuan
sebagai anggota legislatif. Dalam konteks politik di DPRD Kota Palembang
ditemukannya proporsi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah
perempuan. Hal ini dapat dilihat pada pemilu 2009, perempuan yang terpilih



menjadi anggota DPRD vyaitu 10 orang (20%) dari 50 kursi yang tersedia. Pada
pemilu tahun 2014 jumlah keterwakilan perempuan di DPRD yaitu 8 orang (16%)
yang terpilih dari 50 kursi yang tersedia. Pada pemilu tahun 2019, penurunan
jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang yang cukup signifikan
dari pemilu sebelumnya, yaitu hanya 4 orang (8%) yang terpilih dari 50 kursi yang
tersedia di DPRD Kota Palembang. Artinya pencapaian kuota 30% perempuan di
DPRD Kota Palembang belum pernah tercapai sampai saat ini. Hal ini yang
menyebabkan perempuan seringkali kalah suara dalam pengambilan keputusan.
Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Peraturan Daerah tentang
perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan di Kota Palembang belum
terpenuhi sesuai harapan yang diinginkan oleh masyarakat, artinya jumlah
peraturan daerah yang mengkaji tentang kebutuhan perempuan tidak banyak,
sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang sangatlah
banyak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat sebagaimana grafik dibawabh ini :
Grafik 1.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Selatan
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di atas, dapat dilihat

dari kabupaten/kota yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Kota Palembang
yang paling banyak memiliki kasus kekerasan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak



790 kasus (87%) kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Palembang.
Dilihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota
Palembang, maka sangat penting menyusun rumusan dan rancangan peraturan
daerah yang bisa menanggulangi permasalahan tersebut. Berdasarkan penjelasan
dari latar belakang tersebut, lebih mendalam peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan judul “Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palembang dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Inisiatif tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan.”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan umum
penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran partisipasi perempuan anggota DPRD
Kota Palembang pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
inisiatif tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan?”” Kemudian dari
pertanyaan umum tersebut, peneliti mengklasifikasikan pertanyaan penelitian
sebagai pertanyaan khusus, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi perempuan anggota DPRD Kota Palembang
dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan anggota
DPRD Kota Palembang dalam pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui gambaran partisipasi perempuan anggota DPRD
Kota Palembang dalam membahas Raperda inisiatif tentang
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis partisipasi perempuan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dalam membahas rancangan



peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami perempuan
anggota DPRD Kota Palembang pada saat pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menambah khazanah
ilmu pengetahuan di bidang Sosiologi, terutama pada Sosiologi Politik
dan Sosiologi Gender dalam kajian Partisipasi Politik dan Peran
Perempuan.

2. Hasil penelitian dan kajian tentang partisipasi anggota DPRD dalam
menyusun Raperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian
selanjutnya yang mengkaji tentang partisipasi dan peran aktif
perempuan anggota legislatif dalam menyusun peraturan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Jika Raperda tersebut disahkan tentunya dapat menjadi payung hukum
bagi perempuan dari tindak kekerasan. Sehingga akan mengurangi
kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang.

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat menjadi bahan acuan
dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membuat peraturan daerah

untuk mengatasi masalah tentang perempuan.
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